PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan RTA. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon 0536-3239379 Pos-el : biroadbang@kalteng.go.id

Palangka Raya, 26 Nopember 2024.

Kepada

Yth. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

di -
PALANGKA RAYA
SURAT PENGANTAR
Nomor: 942/° ~/ / ADBANG/ 2024 Cb
NO URAIAN BANYAKNYA & | KETERANGAN
(&‘
1. | Penyampaian Matriks Perubahan | 1 (satu) berkas den Disampaikan
Tupoksi Perangkat Daerah pada | lampiran : dengan hormat
Biro Administrasi Pembangunan | - Berlta% untuk
Sekretariat Daerah  Provinsi Peny an Matriks pelaksanaan
Kalimantan Tengah. %éh selanjutnya.
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5"
\
(\@”
»
Q KEPALA BIRO,

Q@’(\'&& %\L

Drs. AKHMAD-HYSAIN, M.Si

<(\* Pembina Utama Muda (1V/c)
é NIP. 196908061989111002



MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOCR 37 TAHUN

USULAN PERUBAHAN

USULAN PENYEMPURNAAN
Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024

2022 Nomor : 942/ 277/ I/ ADBANG/ 2023
(1) (2) (3)
Paragraf 3 Paragraf 3 Paragraf 3
Biro Administrasi wmﬁvwnnnum.ﬂ% Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan
Pasal 67 A\OW\ Pasal 67 Pasal 67
Biro Administrasi Pembangunan m@dmmE.Emb“ WW@S@. Tetap.
dimaksud dalam Pasal 44 Huruf c, dipimpin ] .
oleh secrang Kepala Biro yang berada di bawah \MAV
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris v
Daerah. & &
0,
S
%
¢,
%
(4
%
.
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MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN
2022

USULAN PERUBAHAN
Nomor : 942/ 277/ 1/ ADBANG/ 2023

USULAN PENYEMPURNAAN
Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024

(1)

(2)

(3)

Pasal 68

Biro Administrasi Pemba n
mempunyai tugas membantu Asi

Perekonomian dan Pembangunan da
penyiapan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah,
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan
daerah, pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah,

pelaporan pelaksanaan pembangunan. H

Biro Administrasi Pembangunan dalam |

melaksanakan tugas dan  kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang
pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan daerah, pengendalian
administrasi ada pelaksanaan
pembangunan wilayah, pelaporan
pelaksanaan pembangunan;

b. penyiapan pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan daerah,
pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah, pelaporan
pelaksanaan pembangunan;

(1)

>
pengoordinasian iW\ .

Pasal 68

Pasal 68

(1) Tetap.

{2 Tetap.
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MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN
2022

USULAN PERUBAHAN
Nomor : 942/ 277/ I/ ADBANG/ 2023

USULAN PENYEMPURNAAN
Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024

(1)

(2)

(3)

c. penyiapan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, d ak
yang tidak diinginkan, dan faktor
memengaruhi pencapaian
kebijakan di
administrasi pelaksanaan
pembangunan daerah, pengendalian
administrasi pelaksanaan
pembangunan  wilayah, pelaporan
pelaksanaan pembangunan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan.

(3 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro
Administrasi Pembangunan dibantu oleh
Kelompok Jabatan Fungsional.

tuju
bidang vm:mosammm%WW\

@) Tetap.
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MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN
2022

Nomor : 942/ 277/ 1/ ADBANG/ 2023

USULAN PERUBAHAN

USULAN PENYEMPURNAAN

Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024

(1)

(2)

3

Pasal 69

Biro Administrasi Pembangunan, terdiri mﬁ

a. Bagian Pengendalian Admini i
Pelaksanaan Pembangunan Daerah; \\

b. Bagian Pengendalian bQBEwmc,mwmm
Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan |

Cc. Bagian Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan.

Pasal 69

Tetap.

Pasal 69

Pasal 70

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
. dalam Pasal 69 huruf a, dipimpin oleh seorang
| Kepala Bagian yang berada di bawah dan
- bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

Tetap.

Tetap.

Pasal 70
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MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN

USULAN PERUBAHAN

USULAN PENYEMPURNAAN

2022 Nomeor : 942/ 277/ 1/ ADBANG/ 2023 Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024
(1) (2) 38)
Pasal 71 Pasal 71 Pasal 71

(1) Bagian Pengendalian Admini si | (1) Bagian Pengendalian Administrasi | (1) Bagian Pengendalian Administrasi
“ Pelaksanaan Pembangunan D. Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Pembangunan Daerah
mempunyai tugas melaksana \ mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan vanmoowﬁbmmwmk > penyiapan bahan pengoordinasian penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah, oW\ . perumusan kebijakan daerah, perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas ngoordinasian pelaksanaan tugas pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan ngkat Daerah, pemantauan dan Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di o%& i pelaksanaan kebijakan daerah di evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pengendalian administrasi UEE.% pengendalian administrasi bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan daerah wmwmwﬂ%w@. pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan daerah

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

bersumbe @wam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Da bersumber pada Anggaran
Pendapatan - Belanja Daerah di
Wilayah I, Wilay dan Wilayah III.

(o)}

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah bersummber-pada-Anggaras
_ _ Belan [ | L
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MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN
2022

USULAN PERUBAHAN
Nomor : 942/ 277/ 1/ ADBANG/ 2023

USULAN PENYEMPURNAAN

(1)

(2)

(3)

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pengendalian Administrasi Pelaks
Pembangunan Daerah Baﬂ%&obmmmﬁ%

fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasiaiy
perumusan kebijakan daerah di bidang

pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan daerah
bersumber pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
penyiapan bahan  pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan daerah
bersumber pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
penyiapan bahan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang memengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang
pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan daerah
bersumber pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Kepala Biro Administrasi
Pembangunan vang berkaitan dengan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah menyelenggarakan
fungsi:

) a. penyiapan bahan pengoordinasian
VW\ perumusan kebijakan daerah di
\W bidang pengendalian administrasi
O 2, pelaksanaan pembangunan daerah

rsumber pada Anggaran
1®u&mﬁm5b dan Belanja Daerah di
I, Wilayah II dan Wilayah 11I;

tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah menyelenggarakan
fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah di
bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan daerah
bersumber pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah éi

b. pen @B bahan pengoordinasian b. penyiapan bahan pengoordinasian
pelak n tugas Perangkat Daerah pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidan smoua&ﬁs administrasi di bidang pengendalian administrasi
@oEWmmbm chm:mszmb daerah pelaksanaan pembangunan daerah
bersumber V Anggaran bersumber pada Anggaran
Pendapatan d % _ anja Daerah di wn.namvmﬁmb .Qm:. Belanja .Umnwmﬁ €+
Wilayah I, Wilayah Wilayah III; 5

c. penyiapan bahan ntauan dan C: ﬁnhﬁm@.mb bahan ﬁnEmbﬁmcms.. dan
evaluasi pelaksanaati)) kebijakan evaluasi wmmmwmmﬁmmd ) w.nm‘cu._.m.r.Wms
daerah terkait pencapafgn tujuan daerah terkait pencapaian tujuan
kebijakan, dampak ammm««\gmw kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan  faktor \Qmﬂm diinginkan,  dan  faktor  yang
memengaruhi  pencapaian E@ﬁobmmag. PEHCRFRHET tujuan
kebijakan di bidang %:m%gmg kebijakan di bidang pengendalian
administrasi pe _memEmmﬂ\ , administrasi pelaksanaan
pembangunan daerah  bersumber | @ pembangunan daerah  bersumber
pada Anggaran Pendapatan dan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah Belanja Daerah
Il dan Wilayah IIT; dan H-dan-Wilayah-H; dan

d. Tetap. d. Tetap.
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MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN
2022

USULAN PERUBAHAN
Nomor : 942/ 277/ I/ ADBANG/ 2023

USULAN PENYEMPURNAAN
Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024

(1)

(2)

(3)

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana
M dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian
Pengendalian Administrasi Pelaksahaan
Pembangunan Daerah dibantu
Kelompok Jabatan Fungsional. »“
{

(3) Tetap.

(3) Tetap.

Pasal 72
(1) Bagian Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
membawahi Subbagian Tata Usaha.
Subbagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh secrang Kepala
Subbagian vang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2)

Pasal 72

Pasal 72

Tetap.

Pasal 73

Subbagian Tata Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1),
mempunyai tugas pelayanan administrasi
umum, mengelola administrasi keuangan
biro, administrasi surat menyurat,
kearsipan, kepegawaian, perlengkapan,
tata laksana, analisis jabatan,
dokumentasi perundang undangan,
penyediaan bahan rencana dan program
kerja serta pengoordinasian pelaksanaan
pelaporan biro.

Tetap.

Pasal 73

Tetap.
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MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN
2022

USULAN PERUBAHAN
Nomor : 942/ 277/ 1/ ADBANG/ 2023

USULAN PENYEMPURNAAN
Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024

(1)

(2)

(3)

' @ Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah sebagai berikut:
m.%

a. penyusunan rencana Kkerja Sub
m&\
biro; q

Tata Usaha;
b.
pelaksanaan pengumpulan dan

C.

Tetap.

pengelolaan surat menyurat dan ar
pengolahan bahan Renstra, Renja, RKT,

RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ |

dan LPPD lingkup biro;

. pelaksanaan dan
administrasi keuangan
penganggaran, penatausahaan,
pengelolaan sistem akuntansi
pelaporan;

. pelaksanaan pelavanan administrasi
kepegawaian, meliputi kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, cut
kesejahteraan pegawai, laporan berkala,
laporan analisis jabatan dan analisis
beban kerja biro serta formasi jabatan
dan standar kompetensi jabatan di
lingkungan biro;

pelaksanaan pelayanan administrasi
umum meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggan, pengelolaan barang/
aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, serta
pengelolaan perpustakaan dan
kearsipan;

pelavanan

serta

meliputi

dan

Tetap.
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MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN
2022

USULAN PERUBAHAN
Nomor : 942/ 277/ I/ ADBANG/ 2023

USULAN PENYEMPURNAAN
Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024

(1)

(2)

(3)

g. pelaksanaan dan pengkajian bahan
penataan kelembagaan dan

Woﬁggwwsmmbw

h. pendokumentasian n@m@b
perundang-undangan lingkup biro; Y,

i. pelaksanaan pengolahan bahan nbam&
lanjut laporan hasil pemeriksaan
lingkup biro;

j. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan

perlengkapan biro;

k. pelaksanaan perencanaan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan;

pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN;

. pelaporan pelaksanaan kegiatan |
Subbagian Tata Usaha baik secara |
tertulis maupun lisan sesuai hasil yang
telah dicapai sebagai bahan informasi
bagi atasan; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan

olech Kepala Bagian Pengendalian
Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah secara berkala
dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas Bagian Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

[o—

¢,
o),
%
%
“,
%

b

Pasal 74

Bagian Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf
b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Biro.

Pasal 74
Tetap.

%
$

Pasal 74
Tetap.
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MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN

USULAN PERUBAHAN

USULAN PENYEMPURNAAN

2022 Nomor : 942/ 277/ 1/ ADBANG/ 2023 Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024
(1) (2) (3)
Pasal 75 Pasal 75 Pasal 75
(1) Bagian Pengendalian Admi asi | (1) Bagian Pengendalian Administrasi | (1) Bagian Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Wi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
mempunyai tugas melaksana L mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan vobmcoambmmwm%vv penyiapan bahan pengoordinasian penviapan bahan pengoordina sian
perumusan kebijakan daerah, .oW\ . perumusan kebijakan daerah, perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas “7 mengoordinasian pelaksanaan tugas pengoordinasian  pelaksanaan  tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan angkat Daerah, pemantauan dan Perangkat—— Daerah perangkat
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di ef@ligsi pelaksanaan kebijakan daerah daerah /wilayah, pemantauan dan
bidang pengendalian administrasi yan, bersumber pada Anggaran evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
pelaksanaan pembangunan wilayah I munbaw\mW@‘_ dan Belanja Negara di vang —berswinber —pada——Anggaran
meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, bidang engendalian administrasi Perdapatan—dan—Belanja—Negara di
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Um_mwwmnm%m embangunan wilayah I bidang pengendalian administrasi

Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau
dan Kabupaten Sukamara, pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan
wilayah II meliputi Kota Palangka Raya,
Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan
Kabupaten Kapuas dan pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan
wilayah III meliputi Kabupaten Barito
Selatan, Kabupaten Barito Timur,
Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten
Murung Raya.

meliputi Kab en Kotawaringin Timur,
Kabupaten
Kotawaringin Bara
dan Kabupaten Su ra, pengendalian
administrasi pelaksan pembangunan
wilayah 1I meliputi Ko ngmbmwm Raya,
Kabupaten Katingan, chzmﬂob Gunung

Mas, Kabupaten Pulang Qmmwc dan
Kabupaten Kapuas dan pe dalian
administrasi pelaksanaan pemb nan
wilayah III meliputi Kabupaten to
Selatan, Kabupaten Barito ﬁBAw.

Kabupaten Barito Utara dan chstmﬁ%m

Murung Raya.

>

pelaksanaan pembangunan wiayah—I

Barte—Utara—dan—Kabupaten—Murung
¥a yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

/i

Halaman 10 dari 14

b




MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRAS|I PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN USULAN PERUBAHAN USULAN PENYEMPURNAAN
2022 Nomor : 942/ 277/ I/ ADBANG/ 2023 Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024

(1) (2) 38

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pengendalian Administrasi Pelak an
Pembangunan Wilayah menyelenggar:

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah menyelenggarakan
fungsi:

() Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah menyelenggarakan
fungsi:

fungsi: % e

a penyiapan bahan  pengoordinasiaf
perumusan kebijakan daerah di bidang
pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah [, pengendalian
administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah 1, dan
pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah III;

b. penyiapan bahan  pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah I,
pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah II, dan
pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah III;

C penyiapan bahan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang memengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang
pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah I, pengendalian
administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah 11, dan
pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah II[; dan

,PW\ a. penyiapan bahan pengoordinasian

. perumusan kebijakan daerah di bidang

xMAvam_mmbnwmmb administrasi pelaksanaan

mbangunan wilayah yang bersumber

tda Anggaran Pendapatan dan Belanja

Ne di wilayah I, wilayah II, dan
wilay I

b. ?wd%rmﬁm%o bahan pengoordinasian
pelaksanaan as Perangkat UWQEB n:
bidang

bersumber pada
dan Belanja Negara
11 dan wilayah III;

aran Pendapatan

H@m. vah I, wilayah
%

C. penyiapan bahan @mBEAKﬁ n dan
evaluasi pelaksanaan kebijak aerah
terkait pencapaian tujuan ke an,
dampak vyang tidak diinginkan, n
faktor yang memengaruhi ﬁmﬁomcm@

administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah yang bersumber
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara di wilayah I, wilayah II dan
wilayah III; dan

a. penyiapan

. penyiapan

tujuan kebijakan di bidang ﬁmﬂmnb&&ﬁ:mv

bahan  pengoordinasian
perumusan kebijakan daerah di bidang
pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah yang bersumber
pada gwmﬁ,mb Wosam@memb dan Belanja
Negara
wilayahHH;

bahan

pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat—Daerah
perangkat daerah/wilayah di bidang
pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah yang bersumber
pada gmmmamb wobamﬁmﬁmb dan Belanja

Negara

wilayah-H;

. penyiapan bahan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yvang memengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang
pengendalian administrasi pelaksanaan
pembangunan wilayah yang
bersumber pada gmmwnmn woaamﬁmrmb
dan Belanja Negara

H-dan-wilayah-1; dan
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MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN
2022

USULAN PERUBAHAN
Nomor : 942/ 277/ 1/ ADBANG/ 2023

USULAN PENYEMPURNAAN
Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024

(1)

(2)

(3)

d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Kepala Biro Administrasi
Pembangunan yang berkaitan a@ms
tugasnya. A~

v/
Z

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah dibantu oleh
Kelompok Jabatan Fungsional.

S

d. Tetap.

d. Tetap.

3 Tetap.

Pasal 76

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf
' ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
' berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Biro.

Tetap.

Pasal 76

Tetap.
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PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN

USULAN PERUBAHAN

USULAN PENYEMPURNAAN

pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kebijakan pembangunan daerah.

2022 Nomor : 942/ 277/ 1/ ADBANG/ 2023 Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024
(1) (2) 3)
Pasal 77 Pasal 77 Pasal 77

(1) Bagian Pelaporan Pelaksdfaan | (1) Tetap. (1) Bagian Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan mempunyvai fi Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bah melaksanakan penyiapan bahan
pengoordinasian  perumusan  kebijaka Amv pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 8W\ . daerah, pengoordinasian pelaksanaan
Perangkat Daerah, pemantauan dan \MAV tugas Perangkat daerah daerah/wilayah,
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 4 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
bidang analisis capaian kinerja O\ kebijakan daerah di bidang analsis
pembangunan daerah, pelaporan . e

pelaporan

pelaksanaan
pembangunan, mencakup pengumpulan
data, pengolahan data, analisis data,

penyusunan
data.

laporan, dan penyajian

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian

perumusan kebijakan daerah di bidang
analisis capaian kinerja pembangunan
daerah, pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah, dan kebijakan
pembangunan daerah;

(2) Dalam melaksanakan tugas @wmﬁamﬁm
dimaksud pada ayat (1), Bagia¥ Pelaporan
Pelaksanaan Pemb: nan
menyelenggarakan fungsi: vs
a. Tetap;

2,

<

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan
menyelenggarakan fungsi: _
a. penyiapan  bahan  pengoordinasian

perumusan kebijakan daerah di bidang
analisis capaian kinerja pembangunan
daerah, pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah dan
pembangunan wilayah, dan kebijakan

%
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MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN

USULAN PERUBAHAN

USULAN PENYEMPURNAAN

2022 Nomor : 942/ 277/ I/ ADBANG/ 2023 Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024
(1 (2) (3)

b. penyiapan bahan pengoordinasian b. Tetap; b. penyiapan  bahan = pengoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah di pelaksanaan tugas perangkat daerah
bidang analisis capaian rja dacrah/wilayah di Dbidang analisis
pembangunan daerah, pela capaian kinerja pembangunan daerah,
pelaksanaan pembangunan daerah, L pelaporan pelaksanaan pembangunan
kebijakan pembangunan daerah; AWW\ daerah dan pembangunan wilayah, dan

. kebijakan pembangunan daerah;

C. penyiapan bahan pemantauan dan QAW@S? c. penyiapan bahan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah V4 evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, o o terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan \Aw dampak vang tidak diinginkan, dan
faktor yang memengaruhi pencapaian \@ faktor yang memengaruhi pencapaian
tujuan kebijakan di bidang analisis rwo« tujuan kebijakan di bidang analisis
capaian kinerja pembangunan daerah, < capaian kinerja pembangunan daerah,
pelaporan pelaksanaan pembangunan &N\ pelaporan pelaksanaan pembangunan
daerah, dan kebijakan pembangunan \V dacrah dan pembangunan wilayah, dan
daerah; QM kebijakan pembangunan daerah;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan d. Tetap. \AV d. Tetap.
oleh  Kepala  Biro  Administrasi 9,

Pembangunan yang berkaitan dengan A\\@
tugasnya. AV\
@ Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana @ Tetap. NQ B Tetap.

dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian \OVs

Pelaporan Pelaksanzan Pembangunan O

dibantu oleh Kelompok Jabatan v,

Fungsional. W ¢ V

KEPALA BIRO,
X\
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T
Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908061989111002
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